
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR 2 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 
dalam pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Bendungan; 

  b.  bahwa sehubungan huruf a diatas, maka dipandang 
perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan 



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

  7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4660); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 

  10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan  Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Bendungan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5117); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5161); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2005 Nomor 3); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2008 Nomor 7); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 
Nomor 1); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Purwakarta (RTRW) Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2011 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 



Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

dan 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA 
PERIKANAN 

 

Pasal I 
 

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5A 
 

Dalam hal kawasan perairan merupakan daerah genangan waduk, maka izin 
pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati setelah 
mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber 
daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta. 
 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal  16 Januari 2014 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
 
 
 

DEDI MULYADI 
 
Diundangkan di Purwakarta 
pada tangal  16 Januari 2014 
 
    SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN PURWAKARTA 
 
 
 
Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si 
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